BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka

sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan penulis dapat menarik

kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup

terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam  perkara No.

257/Pid.Sus/2013/ PN.SImn, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

i

Bahwa terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari secara sah
dan meyakinkan telah terbukti melakukan persetubuhan kepada
korban Ria Puspita Restanti secara berlanjut padahal diketahuinya
bahwa pada saat itu korban Ria Puspita Restanti dalam Keadaan
tidak berdaya atau pingsan, maka terdakwa melanggar Pasal 286
jo Pasal 64 KUHP.

Bahwa terdakwa Hardani alias Degleng bin Judikohari terbukti
secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan berlanjut
dan menganjurkan melakukan pembunuhan berencana dengan cara
mengancam akan menembak saksi apabila tidak mau melakukan
perintah dari terdakwa, dan melanggar Pasal 340 KUHP jo 64
KUHP.

Bahwa dalam persidangan terdakwa Hardani alias Degleng bin
Judikohari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

perbuatan berlanjut dan menganjurkan supaya mayat dari korban
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disembunyikan dengan cara dibakar sampai dua kali, bermaksud

menyembunyikan kematian dari seseorang, terdakwa Hardani alias

Degleng bin Judikohari melanggar Pasal 181 jo Pasal 64 KUHP.

Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan, terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

terdakwa;

an

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

1)

2)

3)

4)

5)

Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
Perbuatan terdakwa bersama para pelaku lain sangat sadis
dan tidak berperikemanusiaan, melukai, mencederai harkat
martabat perempuan, dan kehidupan manusia yang
diberikan Sang Khalik kepada masing-masing jiwa ;
Perbuatan terdakwa dan pelaku yang lain telah
melecehkan jasad milik Allah dengan memperlakukan
laksana sampah ;

Terdakwa sebagai orang yang lebih tua dibandingkan
pelaku-pelaku lain tidak mencegah terjadinya peristiwa
yang memilukan dan menyentak nurani warga masyarakat
Sleman khususnya dan Jogjakarta pada umumnya yang
mempunyai budaya kelembutan tetapi justru menjadi aktor
intelektual dalam perkara ini ;

Sebagai Anggota POLRI yang seharusnya melindungi
masyarakat terdakwa tidak pantas melakukan perbuatan

yang melukai hati masyarakat ;
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6) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
b. Hal-hal yang meringankan terdakwa :

e Tidak Ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menganjurkan beberapa

saran sebagai berikut :

1.

Perlu diterapkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang dianggap
sangat meresahkan masyarakat, diperlukan sanksi yang tegas agar
dapat memberikan pencagahan terhadap masyarakat yang akan
melakukan tindak pidana seperti di atas khususnya tindak pidana
pembunuhan berencana.

Segera disahkanya RUU KUHP karena seiring berkembangnya
zaman dan masyarakat, maka berkembanglah pula motif dari tindak
pidana, oleh sebab itu dibutuhkan Undang - undang yang bisa
mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Institusi perdilan khususnya pengadilan harus ikut dalam mengawasi
proses eksekusi penjatuhan sanksi pidana setelah menjatuhkan
putusan, khususnya efektivitas penerapan sanksi pidana yang tidak
cuma dibebankan kepada Lembaga Pemasyarakatan, agar hakim bisa
mengetahui sejauh mana efektivitas dari sanksi pidana yang
dijutuhkannya kepada terdawa sesuai dengan pentanggungjawaban
kepada korban, pelaku, masyarakat dan Negara serta terhadap

dirinya sendiri dari.
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